Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
JI. RA. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

SULAWESI TENGAH|

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan Perubahan/Revisi DPA/DIPA APBN
No. SK :

Per syar atan

1. Usulan revisi kegiatan yang ditandatangani oleh PPK/Kabid/Ka.UPT ditujukan ke Kepala Dinas
2. KPA lanjut ke PA

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

Pengguna > Kepala Dinas

Layanan

Sekretaris

Kanwil DJA

(Sub Bag Program)

1. Pengguna layanan memasukkan usulan revisi ke Kepala Dinas

2. Kepala Dinas mendisposisi usulan kemudian diserahkan ke Sekretaris Dinas selanjutnya diteruskan ke

Sub. Bag. Program
3. Setelah di proses oleh Sub. Bag. Program, usulan revisi di input menggunakan apikasi DJA

4. Setelah Kanwil DJA menyetujui, usulan revisi diserahkan kembali oleh Sekretaris ke pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Disesuaikan dengan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 07 May 2024 pukul 08:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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1. Revisi RKA/DIPA (APBN/APBD)

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program)

- Email dtph@sultengprov.go.id

- Hp/WA 08114556618
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